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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan dampak yang luar biasa 

dalam semua aspek kehidupan manusia. Mengutip dari Ambiro Puji 

Asmaroini dalam jurnal INTEGRALISTIK volume 33 No. 1 Tahun 2021, 

penyakit yang disebabkan oleh virus corona, SARS-CoV-2 ini pertama kali 

teridentifkasi di Wuhan, China pada akhir 2019 ini disertai gejala umum 

antara lain demam, batuk, sakit kepala, sesak nafas, dan kelelahan (2021: 37). 

Wabah yang dampaknya dapat dirasakan di Indonesia sejak April 2020 tidak 

hanya membahayakan kesehatan dan keselamatan, akan tetapi juga ikut 

memberikan dampak negatif terhadap sektor UMKM, utamanya pedagang 

makanan dan penyedia jasa di tempat wisata, yang akibat pandemi harus 

mengalami beberapa penutupan dalam upaya menekan angka persebaran 

Covid-19. Maka dari itu di masa pandemi ini pemerintah mencanangkan 

pemulihan ekonomi nasional dengan cara mendorong sektor UMKM, yang 

memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena banyaknya 

pekerja yang terlibat langsung. Menurut Rais dalam Jurnal Info Singkat Vol. 

XIII, No.10/II/Puslit/Mei/2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 

juta, dengan komposisi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sangat dominan yakni 

64,13 juta (99,92%) dari keseluruhan sektor usaha. Kelompok ini pula yang 

merasakan dampak negatif dari pandemi Covid-19 (2021: 19).  

Sektor UMKM yang merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB 

dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubtitusi 

produksi barang konsumsi atau setengah jadi adalah salah satu lini yang 

paling membutuhkan perhatian khusus pemerintah. Kondisi yang serba krisis 

dan mengakibatkan individu untuk berjarak satu dan lainnya guna mencegah 

penyebaran Covid-19 tentu berbanding lurus dengan stabilitas ekonomi di 

akar rumput, yang dampaknya akan sangat dirasakan oleh UMKM. Di era 
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new normal yang masih mencoba menemukan bentuk idealnya untuk manusia 

dapat menjalankan pola interaksi yang baru di tengah pandemi maupun nanti 

pasca-pandemi, UMKM juga terus mencari rumusan baru untuk kembali 

menjaga stabilitas geliat ekonomi di tengah pandemi. 

Kondisi inilah yang menyebabkan UMKM di masing-masing daerah 

harus mencari referensi, pola, ataupun sistem yang relevan untuk 

diaplikasikan menjalankan roda usaha. Pemerintah Kabupaten Ponorogo 

contohnya, untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi Ponorogo kembali 

membuka akses terhadap wisatawan di tempat wisata dengan penerapan 

prokes ketat dan menghimbau bagi semua warga maupun wisatawan tetap 

menjaga jarak dan menghindari kerumunan, seperti yang sudah disampaikan 

oleh Bupati Sugiri Sancoko pada tanggal 13 bulan Juni 2021 di Rumah Dinas 

Pringgitan (ponorogo.go.id). Tentu ini juga menjadi pekerjaan yang berat 

bagi paguyuban atau kelompok yang menaungi banyak UMKM di regional 

atau daerah tertentu, utamanya di tempat wisata yang berpotensi kedatangan 

banyak kalangan dari manapun. 

Desa Ngebel yang merupakan kawasan Desa Wisata dengan objek 

wisata utama Telaga Ngebel yang terletak di Kecamatan Ngebel, Kabupaten 

Ponorogo menjadi salah satu wilayah yang juga merasakan dampaknya secara 

langsung di tengah Pandemi Covid-19. Menurut penuturan Mujiono selaku 

Kepala Desa Ngebel, semenjak Pandemi Covid-19 perekonomian utama di 

Desa Ngebel bisa dikatakan lumpuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

kebijakan pembatasan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang 

menyebabkan objek wisata mau tidak mau harus menerapkan sistem 

pembatasan 50% pengunjung dengan penerapan SOP secara detail dan ketat, 

hal ini disampaikan oleh Agus Sugiarto selaku Kepala Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo (Ponorogo.go.id). Hal 

tersebut diperparah lagi pada medio awal sampai pertengahan tahun 2021 

karena angka persebaran menanjak dan menyebabkan masyarakat pada 

umumnya memilih tetap di rumah untuk menghindari persebaran Covid-19. 

Dampaknya meskipun destinasi wisata tetap dibuka dengan regulasi 50% 
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pengunjung akan tetapi pengunjung tetap sepi sementara mata pencaharian 

utama warga Desa Ngebel mayoritas bergantung kepada giat yang ada di 

sekitar Telaga Ngebel.  

Pedagang makanan, warung kopi, maupun restoran tidak bisa 

beroperasi seperti biasanya dikarenakan bisa dipastikan tidak ada pengunjung. 

Sementara di sektor jasa seperti persewaan perahu, pelaku usahanya mau tak 

mau juga harus mencari alternatif pekerjaan lain selama wisata Telaga Ngebel 

ditutup, hal ini disampaikan pula oleh Ibu Sisri selaku pedagang makanan 

yang berdagang di kawasan Telaga Ngebel.  

Lebih lanjut, Mujiono selaku Kepala Desa Ngebel menuturkan bahwa 

untuk sektor budidaya seperti pelaku usaha budidaya ikan harus mencari 

alternatif pasar lain, hal ini dikarenakan pasar utama mereka adalah rumah 

makan dan restoran di sekitar Telaga Ngebel yang selama Pandemi Covid-19 

juga tidak beroperasi. Hal serupa juga dirasakan oleh Ngebel Adventure Park 

yang di kelola BUMDES Ngebel. Kondisi seperti ini memaksa pelaku usaha 

di sekitar objek wisata Telaga Ngebel untuk mencari alternatif pekerjaan lain 

ataupun kerja serabutan selama Pandemi Covid-19 sembari menyiapkan 

strategi baru ketika keadaan sudah mulai membaik dan wisata dibuka secara 

penuh kembali.   

Mengacu kepada khazanah filosofi maupun sistem ekonomi yang 

pernah lahir dari rahim bangsa Indonesia, Ekonomi Pancasila adalah salah 

satu konsep ekonomi yang terintegrasi dengan identitas khas dan budaya 

bangsa Indonesia. 

Menurut Koentjaraningrat dalam Prosiding Hasil Penelitian & PPM 

2015 oleh Sunarto (2015: 369), dijelaskan bahwa orang Indonesia memiliki 

empat konsep sistem nilai budaya; (1) Manusia hidup dikelilingi oleh 

komunitas, masyarakat, dan alam semesta di sekitarnya. Itu artinya manusia 

bukanlah makhluk individu, karena manusia hidup terintegrasi dengan 

lingkungannya. Manusia memiliki kesadaran bahwa dalam sistem makro-

kosmos ia hanya sebuah bagian atau unsur kecil, yang ikut terbawa oleh 

proses peredaran alam semesta yang besar itu. (2) Pada hakekatya manusia 
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tergantung pada sesama dan sekitarnya dalam segala aspek kehidupan. (3) 

Dengan dorongan jiwa sama rasa dan sama rata ia selalu berusaha untuk 

adaptif demi memelihara hubungan baik dengan sesama dan sekitarnya. (4) 

Dengan dorongan jiwa sama tinggi dan sama rendah, ia selalu berusaha 

berkompromi dengan komunitas, lingkungan, dan masyarakatnya agar sama 

dan melakukan hal bersama demi menciptakan rasa nyaman. Konsep nilai 

inilah yang kemudian mencadi landasi konstruksi budaya seperti gotong 

royong, yaitu aktivitas kerja bersama dengan tujuan meringankan sesama, dan 

begitu sebaliknya. Contoh produk budaya dari gotong royong  ini antara lain 

adalah aktivitas sambatan, rewang, tetulung layat, kerja bakti, dan masih 

banyak lagi. Salah satunya adalah gotong royong memulihkan ekonomi 

dalam satu lokalitas tertentu yang juga merupakan tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan (2017: 54). 

Sistem ekonomi pancasila adalah konsep sistem ekonomi yang 

bersumber dari sila-sila dalam Pancasila, yang terwujud dalam lima landasan 

ekonomi yaitu ekonomi moralistik, ekonomi kemanusiaan, nasionalisme, 

demokrasi ekonomi dan diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia (Hamid, 2006: 29). 

Sistem ekonomi pancasila ini memiliki subsistem yang bisa disebut 

dengan perekonomian rakyat atau ekonomi kerakyatan, dimana 

perekonomian ini lebih merujuk pada obyek serta situasinya, yaitu pada 

ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia, yang umumnya masih tergolong 

ekonomi lemah, bercirikan subsisten (tradisional), dengan modal dan tenaga 

kerja keluarga, serta teknologi yang sederhana (Hamid, 2006: 33).  

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi 

rakyat terus berkembang dari waktu ke waktu. Namun perkembangannya 

tidak sejalan dengan perkembangan perekonomian secara keseluruhan. 

Apabila dikomparasikan perkembangan ekonomi mikro yang mayoritas 

modalnya terbatas perkembangannya lebih lamban dari perekonomian 

modern dan skala besar, seperti pabrik dan toko-toko yang pelaku dan 

kepemilikannya terbatas dan memiliki modal yang relatif lebih besar. 



 

5 

 

Berangkat dari kondisi perekonomian di tengah pandemi, dan konsep 

Ekonomi Pancasila yang telah penulis telaah, penulis tertarik untuk meneliti 

relevansi dari keduanya, dengan judul “Reaktualisasi Ekonomi Pancasila Bagi 

Warga Desa Wisata Ngebel Untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Era 

New Normal”. 

Penulis menganggap konsep dasar nilai Ekonomi Pancasila yang 

terdiri dari moralitas, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, serta keadilan 

sosial sebagai pijakan yang relevan untuk diejawentahkan di akar rumput 

untuk mengupayakan kesejahteraan berbasis kolektivitas warga dan pelaku 

UMKM di Desa Wisata Ngebel. 

Pada penelitian kali ini, peneliti akan menggali sejauh mana nilai-nilai 

tersebut sudah diejawentahkan dalam bentuk aplikatif gerakan ekonomi, 

sehingga mendapatkan gambaran reaktualisasi nilai-nilai tersebut dalam 

menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial di tengah 

pandemi Covid-19. 

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan dengan rumusan masalah: 

1.  Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat pada era Pandemi Covid-19 

dan era new normal pasca Pandemi Covid-19 di Desa Ngebel, Kecamatan 

Ngebel, Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana reaktualisasi ekonomi Pancasila bagi masyarakat untuk 

peningkatan kesejahteraan sosial di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, 

Kabupaten Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan kondisi perekonomian masyarakat Desa 

Ngebel di masa Pandemi Covid-19 dan era new normal pasca Pandemi 

Covid-19. 
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2. Mengetahui dan mendeskripsikan reaktualisasi ekonomi Pancasila bagi 

warga desa wisata Ngebel untuk peningkatan kesejahteraan sosial. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 

menambah informasi, wawasan, dan rujukan dalam kajian eknomi 

Pancasila. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi masyarakat dan pembaca: sebagai informasi dan pengetahuan 

yang baik bagi masyarakat terkait kajian ekonomi Pancasila serta 

aktualisasinya. 

b. Bagi peneliti: penelitian ini sebagai pembelajaran dan penambahan 

wawasan terkait kajian ekonomi Pancasila. Serta sebagai kontribusi 

pemikiran dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di 

tengah pandemi Covid-19. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Kajian Kondisi Perekonomian Masyarakat pada Era New Normal 

Pasca Pandemi Covid-19 

a. Kajian Ekonomi 

Dalam banyak literatur, ekonomi atau economic disebutkan berasal 

dari bahasa Yunani. Berasal dari kata dasar Oikos atau Oiku dan 

Nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian 

ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan 

dengan perikehidupan dalam rumah tangga. Rumah tangga di sini 

memiliki pemaknaan yang lebih luas dan universal. Artinya rumah tangga 

di sini bukan hanya keluarga yang terdiri dari suami, isteri, dan anak, 

tetapi semua elemen terkait dalam konteks rumah tangga bangsa (2010: 1). 

Secara umum ekonomi bisa didefinisikan sebagai bidang 

kajian tentang upaya memanajemen sumber daya material individu, 

masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. 

Karena ekonomi merupakan ilmu tentang prilaku dan tindakan manusia 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang 

dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, 

konsumsi dan atau distribusi. 

 

b. Kajian Masyarakat 

Dalam istilah bahasa Inggris, masyarakat diartikan sebagai society 

yang berasal dari kata Latin socius, yang memiliki arti kawan. Sementara 

istilah masyarakat dalam bahasa Indonesia sendiri berasal dari kata dalam 

bahasa Arab, syaraka yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Bisa 

didefinisikan pula bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang 

saling bergaul, yang dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu 
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kesatuan manusia atau yang disebut masyarakat, dapat mempunyai 

prasarana melalui warga-warganya untuk dapat saling berinteraksi satu 

sama lain. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang 

berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat 

kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas 

merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) 

Interaksi antar warga-warganya, 2) Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) 

Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (2009: 115-118). 

Menurut Emile Durkheim, masyarakat merupakan suatu kenyataan 

yang obyektif secara mandiri dan bebas dari individu-individu yang 

merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia 

memiliki beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tersebut adalah: 1) 

Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, 2) Bercampur untuk 

waktu yang cukup lama, 3) Sadar akan suatu kesatuan di antara manusia, 

4) Merupakan suatu sistem untuk hidup bersama (1984: 11). 

 

c. Kajian Perekonomian Masyarakat 

Perekonomian masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekumpulan 

kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, 

adat istiadat yang berlaku dalam lingkungannya (1997: 85). Artinya, 

perekonomian masyarakat adalah taraf atau tatanan ekonomi secara umum 

dalam masyarakat tertentu. Sementara maksud dari peningkatan 

perekonomian dalam penelitian ini adalah perbaikan jenjang 

perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif dengan 

memperhatikan manajemen dalam usahanya. 

 

d. Kajian Era New Normal Pasca Pandemi Covid-19 

Kovner dalam (2020: 59) menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang 

harus diperankan oleh pemerintah, yang pertama adalah peran pemerintah 

sebagai regulator, kedua sebagai pemberi biaya, dan ketiga sebagai 

pelaksana kegiatan. Sejak masuknya covid-19 di Indonesia pada tahun 
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2020, ketiga peran pemerintah tersebut terfokus pada upaya untuk 

menekan laju penyebaran Covid-19 dengan mengeluakan kebijakan agar 

masyarakat melaksanakan sosial distancing atau menjaga jarak. 

Akibatnya, pelaku UMKM juga harus menyesuaikan dengan peraturan 

yang ada seiring dengan perkembangan penanganan wabah hingga 

memasuki era new normal (2021: 32). Sehingga pendapatan masyarakat 

berkurang. 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menerapkan kebijakan untuk 

membuka akses terhadap wisatawan di tempat wisata dengan standar 

prokes yang ketat dan menghimbau bagi semua warga maupun wisatawan 

tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan (ponorogo.go.id). 

Semenjak Pandemi Covid-19 perekonomian utama di Desa Ngebel yang 

biasanya bergantung pada aktivitas di tempat wisata telaga Ngebel 

terpaksa mencari alternatif. Kebijakan pembatasan dari Pemerintah 

Kabupaten Ponorogo yang menyebabkan objek wisata mau tidak mau 

harus menerapkan sistem pembatasan 50% pengunjung dengan penerapan 

SOP secara detail dan ketat memaksa pelaku UMKM di Desa Wisata 

Ngebel lebih adaptif dalam menjalankan roda perekonomian 

(Ponorogo.go.id). 

Narasi new normal yang diharapkan dapat memberikan kondisi 

yang lebih baik juga bersifat fluktuatif. Pada medio pertengahan tahun 

2021, angka persebaran menanjak dan menyebabkan masyarakat pada 

umumnya memilih tetap di rumah untuk menghindari persebaran Covid-

19. Dampaknya meskipun destinasi wisata tetap dibuka dengan regulasi 

50% pengunjung akan tetapi objek wisata tetap sepi sementara mata 

pencaharian utama warga Desa Ngebel mayoritas bergantung kepada giat 

yang ada di sekitar Telaga Ngebel (Ponorogo.go.id).  
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2. Kajian Reaktualisasi Ekonomi Pancasila untuk Meningkatkan 

Kesejahteraan Sosial pada Era New Normal  

a. Landasan Filosofis Ekonomi Pancasila 

Gagasan tentang ekonomi Pancasila lahir atas dasar diterimanya 

ideologi Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Ide pokok ini memberikan penjelasan tentang pengertian 

dan perbedaan penekanan antara Teori Ekonomi Pancasila, Ilmu Ekonomi 

Pancasila, dan Sistem Ekonomi Pancasila. Pengertian ilmu bersifat 

dinamis dan berubah-ubah sesuai dengan konteks zaman baik secara aspek 

pemaknaan, tujuan, maupun unsurnya (Ravertz, 2009: 27-49). 

Konsep ekonomi Pancasila banyak diperkenalkan oleh Mubyarto 

sejak tahun 1970-an. Secara garis besar, Mubyarto mendefinisikan 

ekonomi Pancasila sebagai ekonomi pasar yang mengacu pada ideologi 

Pancasila. Artinya mekanisme kerja ekonomi Pancasila didasarkan pada 

data-data riil ekonomi Indonesia dan tindakan pelaku-pelaku ekonomi 

yang moralistik, sosio-nasionalistik, dan sosio-demokratik. Ekonomi 

Pancasila bukanlah ekonomi yang normatif (das sollen) tetapi ekonomi 

positif (das sein) sekaligus normatif. Argumen ini didasarkan bahwa 

ekonomi Pancasila menggambarkan secara riil perilaku nyata manusia 

Indonesia, yang merupakan homo socius, homo ethicus, sekaligus homo 

economicus dalam sistem ekonomi berasas kekeluargaan (Hastangka, 

2007: 78). 

Dasar moral Ekonomi Pancasila Mubyarto mengedepankan nilai: 

1) Gotong Royong dalam Ekonomi Pancasila, contohnya 

saling menolong dan membimbing bagi pelaku usaha yang 

sudah berpengalaman kepada pelaku usaha yang baru 

memulai.  

2) Kebersamaan dalam Ekonomi Pancasila, contohnya antar 

pelaku usaha yang berserikat dalam komunitas atau 

paguyuban tertentu sebagai media koordinasi dan berbagi. 
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3) Kemanusiaan dalam Ekonomi Pancasila, contohnya 

paradigma pelaku usaha yang tidak menempatkan pelaku 

usaha lainnya sebagai musuh, akan tetapi sebagai rekan 

seprofesi, dengan begitu cara pandang pelaku usaha akan 

lebih bisa memanusiakan pelaku usaha lainnya. 

4) Kekeluargaan dalam Ekonomi Pancasila, contohnya dalam 

paguyuban atau komunitas usaha tertentu yang secara 

kolektif akan membantu anggota baru untuk menata 

usahanya dan membantu promosinya. 

Dengan begitu Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang 

sesuai dan setia pada asas-asas Pancasila (Mubyarto, 2003: 19). 

Mengutip Ambiro Puji Asmaroini dalam jurnal Pancasila dan 

Kewarganegaraan Vol. 2, No. 1, Januari 2017, berdasar pada falsafah 

Pancasila, manusia Indonesia didefinisikan sebagai makhluk ciptaan 

Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan 

keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, 

alam semesta, dan penciptanya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa, 

dan karya untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya 

dari generasi ke generasi (2017: 50). Oleh sebab itulah, identitas manusia 

Indonesia akan selalu terintegrasi dengan nilai-nilai gotong royong, 

kebersamaan, kemanusiaan, dan kekeluargaan dalam bingkai ketuhanan. 

 

b. Landasan Konstitusi Ekonomi Pancasila 

Pancasila memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani 

bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa dan oleh 

sebab itu menjadi pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini 

menjadi landasan dasar, serta spirit atas segala perbuatan baik dalam 

kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bernegara. Dalam kehidupan 

bernegara, perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam suatu peraturan 

perundangan yang berlaku di Indonesia (2016: 442-443). 
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Menurut Mubyarto, Ekonomi Pancasila berpijak pada fondasi 

konstitusi Indonesia. UUD 1945 pasal 33 sebelum amandemen 

menjelaskan bahwa ayat (1) pokok pikirannya adalah bahwa 

perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama. Hal ini juga sama 

dengan pemikiran Hatta yang menyebutkan perekonmian Indonesia 

berasaskan gotong-royong, kekeluargaan, dan bernafaskan koperasi. Tidak 

ada penjelasan tegas dari Mubyarto terkait perbedaan Ekonomi Pancasila 

dan Ekonomi Koperasi. Ekonomi Koperasi dianggap sejalan dengan 

Ekonomi Pancasila hasil buah pikir Mubyarto, sehingga bisa dikatakan 

bahwa Ekonomi Pancasila adalah bagian integral dari Ekonomi Koperasi. 

Bagi Mubyarto, koperasi adalah „soko guru‟ perekonomian dan merupakan 

bentuk paling konkret dari usaha bersama (Swasono, 2009: 354). 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa konsep 

moral dan nilai dari Ekonomi Pancasila hasil buah pikir dari Mubyarto dan 

Ekonomi Koperasi hasil buah pikir Hatta memiliki kesamaan secara 

substantif. Perbedaannya adalah konsep Ekonomi Koperasi Hatta sudah 

memiliki struktur materiil yang konkret, yaitu dalam bentuk koperasi itu 

sendiri. Sementara Ekonomi Pancasila Mubyarto adalah seperangkat nilai-

nilai dalam menjalankan sistem ekonomi yang tidak harus memiliki bentuk 

baku. 

 

c. Ciri-Ciri Ekonomi Pancasila 

Menurut Mubyarto, Sistem Ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut (Rintuh, 1995: 42): 

1) Roda perekonomiannya digerakkan oleh rangsangan ekonomi, 

sosial dan moral. 

2) Kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat ke arah kondisi 

pemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai asas-asas 

kemanusiaan. 
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3) Memiliki prioritas kebijakan ekonomi yaitu penciptaan 

perekonomian nasional yang tangguh dan menjiwai 

nasionalisme di setiap kebijaksanaan ekonomi. 

4) Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan 

bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama. 

5) Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di 

tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan 

kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial. 

Menurut Emil Salim, ciri-ciri di atas dilengkapi dengan pengertian 

yang berdasarkan pada dokumen-dokumen UUD 1945, ciri-ciri sistem 

ekonomi Pancasila dapat ditarik sebagai berikut (Swasono, 1985: 59-61): 

1) Peranan negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat 

penting, akan tetapi peranannya tidak dominan guna mencegah 

tumbuhnya sistem etatisme (serba negara). Peranan swasta 

juga bersifat penting, tetapi juga tidak dominan guna 

mencegah tumbuhnya free fight liberalism. Dalam sistem 

ekonomi Pancasila, usaha negara dan swasta tumbuh 

berdampingan dengan perimbangan tanpa dominasi berlebihan 

satu sama lain. 

2) Hubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi tidak 

didasarkan pada dominasi modal seperti halnya dalam sistem 

ekonomi kapitalis. Juga tidak didasarkan atas dominasi buruh 

seperti halnya dalam sistem ekonomi komunis tetapi asas 

kekeluargaan, menurut keakraban hubungan antar manusia. 

3) Masyarakat sebagai satu kesatuan memegang peranan sentral. 

Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah 

pimpinan atau penilikan anggota-aggota masyarakat.  

4) Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung dalam bumi dan yang merupakan pokok bagi 

kemakmuran rakyat. 
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5) Tidak bebas nilai, bahkan sistem nilai inilah yang 

mempengaruhi sikap pelaku ekonomi. 

 

d. Kajian Kesejahteraan Sosial 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998, 

kesejahteraan sosial disebutkan sebagai suatu tata kehidupan dan 

penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa 

keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan 

bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan 

jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia 

sesuai dengan Pancasila (1998). 

Di negara-negara maju, kesejahteraan sosial disebut dengan 

jaminan sosial (social security), seperti bantuan sosial (social assistance) 

dan jaminan sosial (social insurance), yang diselenggarakan oleh negara 

terutama untuk pihak yang kurang beruntung (disadvantaged groups). 

Sedangkan di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai 

tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya 

kebutuhan dasar manusia (Suharto, 2006: 3). 

Sementara itu, menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 

Kesejahteraan sosial diartikan sebagai kegiatan-kegiatan terorganisir yang 

bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras 

dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga 

pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi 

atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, 

peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat (Suharto, 

2005: 34). 
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e. Kajian New Normal 

New normal adalah sebuah narasi yang digunakan untuk 

menggambarkan sebuah proses perubahan yang terjadi sebagai respon atas 

berbagai macam persoalan yang muncul di saat pandemi covid-19. 

Beberapa persoalan yang coba dijawab oleh perubahan ini diantaranya: 

a. Kompatibilitas antara nilai dan tatanan yang selama ini dianggap 

mapan dengan kebutuhan untuk menjawab krisis akibat pandemi, 

maupun kelak pasca-pandemi. 

b. Bentuk-bentuk perubahan atau normalitas baru yang tengah 

berlangsung baik dalam tataran personal, sosial, maupun 

organisasional. 

c. Durasi dan sifat perubahan, jangka panjang atau jangka pendek 

(Mas‟udi dan Winanti, 2020: 1). 

Persoalan ekonomi yang muncul karena Pandemi Covid-19 tentu 

berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat selama itu juga, 

terkhusus bagi pelaku UMKM. Menurut Rais dalam Jurnal Info Singkat 

Vol. XIII, No.10/II/Puslit/Mei/2021, UMKM di Indonesia jumlahnya 

mencapai 64,19 juta, dengan komposisi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) 

sangat dominan yakni 64,13 juta (99,92%) dari keseluruhan sektor usaha. 

Kelompok ini pula yang merasakan dampak negatif dari pandemi Covid-

19 (2021: 19). Hal ini menuntut masyarakat terutama pelaku UMKM 

untuk menyiapkan siasat guna menghadapi kondisi yang belum pernah 

dialami sebelumnya dalam menjalankan roda usahanya. 

New Normal membuka peluang untuk pemulihan stabilitas usaha. 

Akan tetapi hal ini juga memerlukan penyikapan berbeda mengingat 

kondisi ini telah menggeser normalitas lama dengan normalitas baru yang 

segala sesuatunya bersifat kondisional dan relatif (Mas‟udi dan Winanti, 

2020: 1), sesuai dengan keadaan di tengah Pandemi Covid-19 dan angka-

angka penderita yang fluktuatif. Yang semuanya akan mempengaruhi 

kebijakan pembatasan dan penyekatan dari pemerintah guna menekan 

kasus persebaran virus. 
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Di tengah kondisi serta peluang baru ini, wacana reaktualisasi 

Ekonomi Pancasila untuk Meningkatkan Kesejahteraan secara adil dinilai 

menarik oleh peneliti. Mengingat pembatasan secara tidak langsung 

mengharuskan masyarakat untuk lebih terkonsentrasi di lokalitasnya 

masing-masing, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. 

Kondisi ini secara organik akan mendorong masyarakat untuk 

kembali ke intisari nilai-nilai luhur Pancasila seperti gotong royong, 

pemerataan atau keadilan (2020: 137), dan musyawarah dalam menyikapi 

persoalan yang ada sehingga terbentuk koneksi antar masyarakat untuk 

mengaktualisasikan diri secara kolektif. Kondisi tersebut juga dapat 

mendorong masyarakat untuk mengembangkan ketrampilan sebagai warga 

negara agar pengetahuan yang diperoleh dan dimiliki menjadi sesuatu 

yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-

masalah kehidupan berbangsa dan bernegara (2018: 68).  

Hal ini bagi peniliti sesuai dengan argumen bahwa ekonomi 

Pancasila menggambarkan secara riil perilaku nyata manusia Indonesia, 

yang merupakan homo socius, homo ethicus, sekaligus homo economicus 

dalam sistem ekonomi berasas kekeluargaan (Hastangka, 2007: 78). 

Dalam aspek giat ekonomi, hal tersebut tentu juga akan menjadi 

sikap-sikap paling relevan untuk dijalankan mengingat peran warga negara 

dalam berpartisipasi aktif dalam menangani permasalahan sosial di 

lingkungannya merupakan bagian utama untuk membangun kesejahteraan 

sosial (2021: 58). Peneliti melihat ini sebagai sebuah pra-kondisi menuju 

proses reaktualisasi Ekonomi Pancasila untuk meningkatkan kesejahteraan 

sosial masyarakat dalam sebuah lokalitas tertentu. 

 

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

Berdasar atas penelusuran dan penyelidikan yang dilakukan, peneliti 

menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan judul seperti 

penelitian yang akan peneliti teliti. 
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Kertas Karya Ilmiah Perseorangan yang ditulis oleh saudara Dr. Ir. 

Mangasi Panjaitan, ME dengan judul “Implementasi Sistem Ekonomi 

Pancasila Guna Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas”. Dari karya 

ilmiah ini, hasilnya adalah penjelasan bahwa kinerja perekonomian Indonesia 

belum sesuai dengan Sistem Ekonomi Pancasila, yang ditandai dengan 

ditemukannya ketimpangan, kemiskinan, pengangguran didalam masyarakat. 

Sistem Ekonomi Pancasila belum dapat diimplementasikan karena kurangnya 

kemauan politik pemerintah pusat dalam melaksanakannya, terbukti dari 

belum adanya turunan pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945 

dalam bentuk UU sehingga menjadi petunjuk pelaksanaan. 

Jurnal yang disusun oleh saudara Zulkifli Taib dan Tavi Supriana 

dengan judul “Perspektif Ekonomi pada Era New Normal Pasca Covid-19” 

dalam jurnal AKSES, Vol. 15 No.2 2020. Dalam karya ini, diperoleh 

deskripsi mengenai implikasi dari perekonomian masyarakat dan pendapatan 

asli daerah (PAD) Kabupaten Pulau Morotai tahun 2020 disektor perikanan 

yang mengalami penurunan drastis. Di sisi lain perdagangan model 

konvensional dengan melalui perantara pihak ke 3 masih menjadi pilihan, 

keterbatasan dalam menggunakan akses media sosial masih menjadi 

persoalan sehingga efisiensi distribusi barang belum tercapai. 

Dari analisis tersebut, penelitian saudara Dr. Ir. Mangasi Panjaitan, 

ME memiliki variabel yang mirip dengan penelitian yang hendak penulis 

lakukan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang hendak penulis lakukan 

akan lebih spesifik dan terkonsentrasi di suatu daerah. Sedangkan penelitian 

yang ditulis oleh saudara Meidi Saputra dan Saudari Dian Susanti memiliki 

variabel yang tidak terlalu mirip dengan penelitian penulis, akan tetapi 

memiliki alur berfikir yang identik dengan penelitian penulis, yaitu penerapan 

nilai-nilai Pancasila dalam model kelompok. Sementara itu, jurnal yang 

ditulis Zulkifli Taib dan Tavi Supriana memberikan gambaran dampak 

pandemi terhadap kondisi dan perkembangan ekonomi mikro di daerah. 

 

 


